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 Suatu karya ilmiah di bidang hukum haruslah ditulis dengan maksud untuk memberi ide 
atau gagasan baru yang berkaitan dengan asas dan kaidah hukum. Oleh karena itu untuk 
memberi ide atau gagasan baru yang dimaksud, Penulis ingin memberikan buah pemikiran 
tentang pembukaan kerahasian perbankan terkait harta bersama yang penulis fokuskan terhadap 
putusan Mahkamah Konstutusi  nomor 64/puu-x/2012. 
 Magda Safrina, sebagai pemohon berkedudukan di Banda Aceh, mengajukan gugatan 
perceraian dan pembagian harta bersama (gono-gini) terhadap suami Pemohon Gugatan 
perceraian dan pembagian harta bersama tersebut didaftarkan di Mahkamah Syariah Kota Banda 
Aceh Nomor 21/Pdt- G/2012/MS-BNA. Dari beberapa harta bersama tersebut terdapat sejumlah 
harta bersama dalam bentuk tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami 
Pemohon di sejumlah Bank di Kota Banda Aceh dan Bank Kabupaten Aceh Besar, Provinsi 
Aceh, untuk mengetahui kepastian mengenai harta bersama tersebut Mahkamah Syarian 
meminta sejumlah Bank termaksud untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan 
tabungan dan deposito dimaksud. Namun pihak Bank menolak memberikan keterangan 
dikarenakan hal tersebut  menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah, hal ini sesuai dengan 
Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PBI Nomor 2/19/PBI/2000  
 Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan ke 
Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor 64/PUU-X/2012 perihal Pengujian Materiil Pasal 
40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ketentuan tersebut 
berbunyi “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan 
simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, 
Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A”.Pemohon merasa bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat 
(2) UU Perbankan telah menghalangi akses Pemohon untuk memperoleh keterangan mengenai 
harta bersama (harta gono-gini) Pemohon dengan suami Pemohon. 
 Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memberi amar putusan bahwa Pasal 40 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama 
dalam perkara perceraian 
 Menurut pendangan penulis putusan Mahkam Konstitusi telah memberi kepastian dan 
perlindungan bagi masyarakat terlebih dalam permohonan tersebut ialah Pemohon. memberikan 
kepastian kepada setiap orang untuk melindungi hartannya sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945 serta sifat kerahasian perbankan yang dianut oleh Indonesia yaitu rahasia 
bank yang bersifat relatife yang secara eksplisit telah diatur dalam Undang-Undang. Namun 
Menurut penulis terdapat kelemahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara atau 
permohonan pemohon tersebut yaitu sifat dari model putusan konstitusional bersyarat 
(conditionally constitutional) tidak dapat secara langsung dilaksanakan (non-self executing) 
karena harus melalui proses legislasi baik dengan perubahan undang-undang maupun dengan 
pembentukan undang-undang dan proses regulasi untuk peraturan di bawah undang-undang. 
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 Menurut penulis untuk memberi kepastian hukum bagi  masyarakat dalam perkara 
perceraian mengenai harta bersama yang dimasukan dalam perbankan seharusnya lebih 
menekankan judicial review pada Pasal 43 UU No. 10 tahun 1998 bukan pada pasal 40 ayat (1) 
UU No. 10 tahun 1998. Permohonan pada penekanan judicial review pada Pasal 43 UU No. 10 
tahun 1998 dapat dilakukan untuk memberikan perluasan pengaturan bukan hanya terkait 
perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, namun juga meliputi perkara gugatan harta 
bersama dalam perkawinan yang digugatkan oleh nasabah sebagai harta bersama untuk sebagian 
atau seluruhnya yang disimpan dalam bank. 
Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu 
Hukum.  
 


























 Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan 
mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal  yang dirahasiakan bank ialah jumlah 
kekayaan nasabah, Biodata nasabah, pinjaman nasabah bank yang menurut kelaziman dunia 
perbankan wajib dirahasiakan.  Berkaitan dengan itu, ketentuan Pasal 40 ayat (1) menentukan 
bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang dicatat pada bank tentang keadaan keuangan 
dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam 
dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, 
Pasal 44 dari pengecualin tersebut tidak ada pengaturan bahwa kerahasian perbankan dapat 
dibuka untuk kepentingan perceraian mengenai harta bersama. Dalam konteks terjadinya 
pengakhiran perkawinananya atau perceraian maka akan mengakibatkan bubarnya harta 
bersama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 199 KUH Perdata bubarnya harta persatuan dalam 
perkawinan terjadi jika adanya kematian,karena keadaan tak hadir, karena putusan hakim setelah 
adanya perpisahan meja dan ranjang, dan karena perceraian. Dengan timbulnya masalah hukum 
tersebuat pemohon mengajukan permohonan dengan nomor perkara Mahkamah Konsitusi nomor  
64/PUU-X/2012 dalam  amar putusannya Mahkam Konstitusi mengabulkan permohonan 
pemohon untuk sebagian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, adalah bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak 
dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara 
perceraian. 
 
Kata kunci  : Kerahasian Perbanakan terkait harta bersama, Mahkamah Konsitusi nomor   
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